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Abstract  

Non-Tax State Revenue (PNBP) is a significant source of state income that plays a crucial role in supporting state 

financial management. However, the Financial Audit Agency (BPK) audit report indicates that PNBP management 

continues to face recurring and systemic problems. This research aims to identify the primary issues of PNBP in 

Indonesia and to explore alternative solutions discussed in the academic literature through a scoping review. This 

research combines the findings of the BPK Semester Examination Results Summary (IHPS) for the 2020-2024 

period as a basis for problem identification with relevant academic literature as an alternative source of solutions. 

Literature searches were carried out via Google Scholar using the Publish or Perish application for publications 

for the 2021-2025 period. Of the 81 articles identified at the initial stage, those with a strong connection and 

substantive relevance were synthesized in the analysis of research results. The research results identified seven 

main groups of PNBP problems, namely non-compliance with collection and deposits, weaknesses in determining 

and applying rates and legal basis, direct use of PNBP, management of receivables and billing, system and data 

limitations and digitalization, capacity of human resources and management organizations, as well as weak 

supervision and internal control. A synthesis of the literature reveals that the solutions proposed in previous 

research often remain partial and fail to fully address the integrated and recurring nature of PNBP problems. 

This research makes a significant contribution by systematically mapping PNBP problems and solutions based on 

state audit findings and academic literature, and by highlighting the importance of a comprehensive governance 

approach to enhancing PNBP management in Indonesia. 
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Abstrak  

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam 

mendukung pengelolaan keuangan negara. Namun, laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

menunjukkan bahwa pengelolaan PNBP masih menghadapi permasalahan yang berulang dan bersifat sistemik. 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan utama PNBP di Indonesia serta mengidentifikasi alternatif 

solusi yang dibahas dalam literatur akademik melalui pendekatan scoping review. Penelitian ini mengombinasikan 

temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK periode 2020-2024 sebagai dasar identifikasi 

permasalahan dengan literatur akademik yang relevan sebagai sumber alternatif solusi. Penelusuran literatur 

dilakukan melalui Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish untuk publikasi periode 2021-2025. 

Dari 81 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, literatur yang memiliki keterkaitan kuat dan relevan secara 

substantif disintesis dalam analisis hasil penelitian. Hasil penelitian mengidentifikasi tujuh kelompok permasalahan 

utama PNBP, yaitu ketidakpatuhan pemungutan dan penyetoran, kelemahan penetapan dan penerapan tarif serta 

dasar hukum, penggunaan langsung PNBP, pengelolaan piutang dan penagihan, keterbatasan sistem dan data serta 

digitalisasi, kapasitas sumber daya manusia dan organisasi pengelola, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian 

internal. Sintesis literatur menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan dalam penelitian sebelumnya masih 

cenderung parsial dan belum sepenuhnya menjawab karakter permasalahan PNBP yang bersifat terintegrasi dan 

berulang. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan sistematis permasalahan dan solusi PNBP berbasis 

temuan pemeriksaan negara dan literatur akademik, serta menegaskan pentingnya pendekatan tata kelola yang 

komprehensif dalam perbaikan pengelolaan PNBP di Indonesia. 

Kata Kunci: IHPS BPK; Penerimaan Negara Bukan Pajak; Pengelolaan PNBP; Tata Kelola Keuangan Negara. 

  
PENDAHULUAN  

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu komponen penting 

dalam struktur pendapatan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 
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tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kontribusi PNBP untuk APBN terus membaik dalam 

satu dekade terakhir (Wibowo et al., 2021). Berbeda dengan pajak, PNBP bersumber dari 

pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan publik, pengelolaan kekayaan negara, serta berbagai 

aktivitas administratif pemerintah (Undang-Undang RI, 2018). Karakter tersebut menjadikan 

PNBP memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan publik, sekaligus menjadikannya instrumen fiskal yang kompleks karena 

melibatkan banyak sektor, jenis layanan, serta unit pengelola dengan karakteristik yang 

berbeda-beda. 

Kompleksitas tersebut tercermin secara jelas dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2020-2024. Dalam laporan 

tersebut, BPK secara konsisten mengungkap berbagai permasalahan pengelolaan PNBP yang 

muncul berulang dari tahun ke tahun. Permasalahan tersebut meliputi ketidakpatuhan 

pemungutan dan penyetoran, kelemahan penetapan dan penerapan tarif serta dasar hukum, 

penggunaan langsung PNBP tanpa mekanisme yang sah, pengelolaan piutang yang belum 

optimal, keterbatasan sistem dan kualitas data, kapasitas sumber daya manusia dan organisasi 

pengelola yang belum memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian internal (BPK 

RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan 

PNBP bukan sekadar kesalahan administratif yang bersifat insidental, melainkan 

mencerminkan kelemahan tata kelola yang lebih mendasar dan bersifat struktural. 

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi PNBP 

yang telah disusun secara formal dengan praktik pengelolaannya di lapangan. Meskipun 

pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan turunan dan mengembangkan sistem 

pengelolaan penerimaan negara, permasalahan yang sama tetap muncul pada entitas yang sama 

maupun lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan regulasi dan sistem belum 

sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan, konsistensi implementasi, serta 

mekanisme pengawasan yang efektif. Akibatnya, potensi PNBP belum dapat dimanfaatkan 

secara optimal dan pada saat yang sama berisiko melemahkan akuntabilitas serta transparansi 

pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, topik ini penting untuk diteliti lebih lanjut agar 

permasalahan pengelolaan PNBP dan alternatif solusinya dapat disajikan secara lebih utuh dan 

relevan bagi perbaikan kebijakan di Indonesia. 

Penelitian sebelumnya terkait dengan PNBP menunjukkan fokus yang beragam. 

Sejumlah penelitian menyoroti permasalahan penetapan dan penerapan tarif serta dasar hukum 

PNBP, terutama terkait keterlambatan evaluasi tarif, ketidakpastian regulasi, dan disharmoni 

kebijakan antar sektor (Aisyah & Martani, 2025; Kusuma, 2021; Pramugar & Sinaga, 2021; 

Sitindaon et al., 2022). Penelitian lainnya menekankan aspek ketidakpatuhan pemungutan dan 

penyetoran PNBP yang dikaitkan dengan kapasitas sumber daya manusia, sistem administrasi, 

dan budaya organisasi (Absor et al., 2022; Gunawan & Yudhyani, 2023; Hanuranto, 2023; 

Wibowo & Murwaningsari, 2024)). Selain itu, terdapat penelitian yang membahas penggunaan 

langsung PNBP dan pengelolaan piutang (Cahyady, 2023; Subardianta, 2023; Tutu et al., 2022; 

Wibowo et al., 2025), pengembangan sistem dan digitalisasi pengelolaan PNBP (Divina et al., 

2023; Windyatama et al., 2024), serta peran pengawasan dan pengendalian internal dalam 

mencegah temuan berulang (Christanto & Wijayanti, 2023; Surur et al., 2022; Wahidah et al., 

2025).  

Meskipun ulasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya memberikan kontribusi 

penting, sebagian besar masih berdiri sendiri dan membahas PNBP dari sudut pandang tertentu 

tanpa mengaitkannya secara utuh dengan pola permasalahan yang muncul dalam temuan 

pemeriksaan negara. Akibatnya, hubungan antara permasalahan empiris yang dihadapi 

pemerintah dan solusi yang ditawarkan dalam literatur belum tergambarkan secara 

komprehensif. Padahal, IHPS BPK menunjukkan bahwa permasalahan PNBP bersifat saling 
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terkait dan berulang, sehingga memerlukan pemahaman yang terintegrasi. Berdasarkan kondisi 

tersebut, penelitian ini memposisikan temuan IHPS BPK periode 2020-2024 sebagai titik awal 

untuk mengetahui permasalahan PNBP secara empiris dan menyeluruh.  

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan utama pengelolaan PNBP di 

Indonesia serta mengidentifikasi alternatif solusi yang dibahas dalam literatur akademik 

melalui pendekatan scoping review. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menyintesis 

kesesuaian dan keterbatasan solusi yang diusulkan dalam literatur dalam mengidentifikasi 

permasalahan PNBP yang bersifat sistemik dan berulang. Penelitian ini memiliki perbedaan  

dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini tidak melakukan pengujian variabel atau 

teori tertentu, melainkan mengidentifikasi temuan pemeriksaan negara yang merefleksikan 

kondisi atas pengelolaan PNBP sampai dengan saat ini. Penelitian ini menawarkan pemetaan 

terintegrasi antara temuan pemeriksaan negara dan literatur akademik. Dengan menjadikan 

IHPS BPK sebagai empirical anchor, penelitian ini memperluas pendekatan scoping review 

bukan hanya pemetaan tema, namun menjadi alat diagnosis tata kelola penerimaan negara.  

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada penyediaan literatur akuntansi sektor 

publik dan kebijakan fiskal dengan menghadirkan pemetaan tematik permasalahan dan solusi 

PNBP yang lebih holistik dan terintegrasi. Penelitian ini juga memperluas pemahaman 

akademik mengenai keterbatasan pendekatan sektoral dalam reformasi PNBP. Sementara itu, 

bagi pembuat kebijakan khususnya Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, 

kementerian/lembaga pengelola PNBP, serta aparat pengawasan internal pemerintah, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi rujukan berbasis bukti dalam perumusan dan evaluasi kebijakan 

PNBP. Berdasarkan pola permasalahan yang berulang sebagaimana tercermin dalam IHPS 

BPK, pembuat kebijakan diharapkan dapat merancang kebijakan PNBP yang tidak hanya 

berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada penguatan tata kelola keuangan 

negara secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini juga menyediakan dasar berbasis 

bukti bagi perumusan kebijakan PNBP yang memberikan prioritas pada pencegahan temuan 

audit berulang. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Konsep Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Kerangka Pengelolaannya 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian integral dari sistem 

keuangan negara yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang tersebut mendefinisikan PNBP 

sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan dan hibah, 

yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah, pengelolaan kekayaan negara, serta penerimaan lain yang sah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang RI, 2018). Cakupan sumber yang 

luas ini menjadikan PNBP bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, 

serta unit pengelola dengan karakteristik operasional yang heterogen. 

Dalam kerangka keuangan negara, PNBP diposisikan sebagai salah satu instrumen 

fiskal yang berfungsi mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. Berbeda dengan pajak yang bersifat umum dan wajib, PNBP umumnya berkaitan 

langsung dengan aktivitas layanan atau pemanfaatan sumber daya tertentu (Undang-Undang 

RI, 2003). Oleh karena itu, pengelolaan PNBP menuntut kejelasan dasar hukum, ketepatan 

penetapan tarif, serta mekanisme administrasi yang tertib dan akuntabel agar tidak 

menimbulkan ketidakpastian hukum maupun potensi distorsi pelayanan. Dalam konteks ini, 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 menegaskan bahwa seluruh aktivitas atau objek 

yang memenuhi kriteria tertentu dapat dikategorikan sebagai objek PNBP dan dirinci ke dalam 
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jenis-jenis PNBP yang penetapan tarifnya dapat berbentuk tarif spesifik atau ad valorem sesuai 

karakteristik layanan dan sumber penerimaan (Peraturan Pemerintah, 2020c).   

Kerangka pengelolaan PNBP secara operasional diatur lebih lanjut melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 yang menempatkan PNBP sebagai bagian tidak terpisahkan 

dari sistem penganggaran dan pelaporan keuangan negara (Peraturan Pemerintah, 2020a). 

Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan PNBP mencakup siklus perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, yang seluruhnya harus terintegrasi dalam 

mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Peraturan Pemerintah, 2020a). 

Prinsip universalitas mengharuskan seluruh PNBP dipungut dan disetorkan ke kas negara, 

sementara prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap penerimaan dapat ditelusuri dan 

dipertanggungjawabkan secara transparan melalui sistem administrasi keuangan negara. 

Dalam konteks tata kelola keuangan negara, PNBP juga tidak dapat dilepaskan dari 

prinsip akuntabilitas publik dan pengawasan eksternal. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki 

mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, 

termasuk PNBP, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (Undang-

Undang RI, 2004). Posisi PNBP sebagai objek pemeriksaan menegaskan bahwa penerimaan ini 

tidak hanya dinilai dari kontribusinya terhadap pendapatan negara, tetapi juga dari kepatuhan 

terhadap regulasi dan kualitas pengelolaannya. Sejumlah kajian menempatkan PNBP sebagai 

bagian dari isu tata kelola penerimaan negara yang memerlukan konsistensi antara kebijakan 

fiskal, administrasi keuangan, dan pengawasan (Aisyah & Martani, 2025; Kusuma, 2021). 

Selain aspek pengelolaan, kerangka PNBP juga mencakup mekanisme penetapan tarif, 

keberatan, keringanan, pengembalian, serta pemeriksaan PNBP. Peraturan Pemerintah Nomor 

59 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 mengatur secara khusus tata 

cara pengajuan keberatan, keringanan, pengembalian, serta pemeriksaan PNBP sebagai bagian 

dari sistem pengawasan dan penegakan kepatuhan (Peraturan Pemerintah, 2020b, 2021). 

Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengelolaan PNBP tidak hanya berorientasi pada 

optimalisasi penerimaan, tetapi juga pada perlindungan hak wajib bayar, kepastian hukum, dan 

keadilan administrasi . 

Perkembangan terbaru regulasi PNBP ditandai dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 yang mengintegrasikan pengaturan penetapan tarif, 

pengelolaan, serta penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP dalam satu 

kerangka omnibus (Peraturan Pemerintah, 2025). Regulasi ini merefleksikan upaya konsolidasi 

kebijakan untuk menyederhanakan tata kelola PNBP, meningkatkan konsistensi regulasi, serta 

menyesuaikan pengelolaan PNBP dengan dinamika kebijakan ekonomi dan pelayanan publik 

(Peraturan Pemerintah, 2025). Oleh karena itu, PNBP semakin diposisikan sebagai instrumen 

fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai bagian dari 

reformasi administrasi keuangan negara yang berorientasi pada akuntabilitas, efisiensi, dan 

kualitas layanan publik. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep dan kerangka 

pengelolaan PNBP menjadi landasan penting untuk menilai berbagai permasalahan yang 

muncul dalam praktik serta untuk memahami kebutuhan akan pendekatan pengelolaan PNBP 

yang terintegrasi dan berkelanjutan. 

Permasalahan Pengelolaan PNBP dalam Perspektif Tata Kelola Keuangan Negara 

Dalam perspektif tata kelola keuangan negara, pengelolaan PNBP tidak dapat 

dilepaskan dari prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan transparansi yang melekat pada seluruh 

penerimaan negara. Kerangka keuangan negara menempatkan PNBP sebagai bagian dari sistem 

penerimaan yang harus dikelola secara tertib, patuh pada regulasi, serta dapat 

dipertanggungjawabkan melalui mekanisme penganggaran dan pelaporan negara. Oleh karena 

itu, setiap permasalahan dalam pengelolaan PNBP mencerminkan tidak hanya persoalan teknis 

pemungutan, tetapi juga kualitas tata kelola keuangan negara secara keseluruhan. 
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IHPS Badan Pemeriksa Keuangan secara konsisten menunjukkan bahwa permasalahan 

PNBP muncul dalam pola yang relatif serupa dari tahun ke tahun. Permasalahan tersebut 

meliputi ketidakpatuhan pemungutan dan penyetoran, ketidaktepatan penetapan dan penerapan 

tarif serta dasar hukum, penggunaan langsung PNBP di luar mekanisme anggaran, pengelolaan 

piutang yang belum optimal, keterbatasan sistem dan kualitas data, kapasitas organisasi 

pengelola yang belum memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian internal (BPK 

RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan 

PNBP bersifat sistemik dan saling terkait, bukan berdiri sendiri. 

Dari sudut pandang tata kelola, permasalahan PNBP sering kali muncul pada titik 

pertemuan antara kebijakan, sistem administrasi, dan kapasitas kelembagaan. Ketidakpatuhan 

pemungutan dan penyetoran, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan perilaku unit pengelola, 

tetapi juga dengan kejelasan aturan, kesederhanaan prosedur, serta kemampuan organisasi 

dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik operasional. Demikian pula, permasalahan 

tarif dan dasar hukum PNBP mencerminkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum dan 

konsistensi kebijakan di tengah dinamika layanan publik dan pengelolaan aset negara. 

Permasalahan penggunaan langsung PNBP dan pengelolaan piutang juga menunjukkan 

dilema tata kelola antara kebutuhan fleksibilitas operasional dan tuntutan akuntabilitas fiskal. 

Dalam kerangka keuangan negara, seluruh penerimaan pada prinsipnya harus masuk ke kas 

negara dan digunakan melalui mekanisme anggaran. Namun dalam praktik, tekanan 

operasional dan keterbatasan sistem sering mendorong munculnya praktik-praktik yang 

menyimpang dari prinsip tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tata kelola PNBP tidak 

hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kapasitas pengendalian dan konsistensi 

implementasi kebijakan. 

Selain itu, perkembangan sistem dan digitalisasi penerimaan negara membawa peluang 

sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan PNBP. Di satu sisi, sistem digital berpotensi 

meningkatkan transparansi dan keterlacakan penerimaan; di sisi lain, keterbatasan integrasi 

sistem, kualitas data, dan kesiapan organisasi dapat memperbesar risiko kesalahan dan temuan 

berulang. Dalam konteks tata kelola, digitalisasi PNBP tidak dapat dipahami semata sebagai 

persoalan teknologi, melainkan sebagai bagian dari reformasi administrasi keuangan negara 

yang menuntut perubahan proses, kapasitas, dan budaya organisasi. 

Beberapa penelitian menempatkan permasalahan PNBP sebagai bagian dari tantangan 

tata kelola penerimaan negara yang lebih luas, khususnya dalam konteks akuntabilitas dan 

pengawasan keuangan negara (Christanto & Wijayanti, 2023; Kusuma, 2021). Perspektif ini 

menegaskan bahwa permasalahan PNBP perlu dipahami secara terintegrasi, dengan melihat 

keterkaitan antara regulasi, sistem, organisasi, dan pengawasan, bukan hanya sebagai isu teknis 

pemungutan semata. Dengan demikian, tinjauan terhadap permasalahan pengelolaan PNBP 

dalam perspektif tata kelola keuangan negara memberikan landasan konseptual untuk 

memahami mengapa temuan pemeriksaan terkait PNBP terus berulang. Perspektif ini juga 

menjadi dasar untuk menilai berbagai alternatif solusi yang dibahas dalam penelitian ini, tanpa 

terjebak pada pendekatan parsial atau sektoral, serta menempatkan PNBP sebagai bagian dari 

sistem tata kelola keuangan negara yang utuh. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review untuk memetakan secara 

sistematis permasalahan serta alternatif solusi dalam pengelolaan PNBP di Indonesia 

sebagaimana dibahas dalam publikasi akademik. Pendekatan scoping review dipilih karena 

tujuan penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan kausal atau mengevaluasi efektivitas 

kebijakan tertentu, melainkan untuk mengidentifikasi cakupan isu, variasi konteks sektoral dan 

kelembagaan, serta pola solusi kebijakan dan manajerial yang berkembang dalam kajian PNBP. 
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Pendekatan ini dinilai tepat ketika bidang kajian bersifat luas, heterogen, dan belum terstruktur 

secara komprehensif, sebagaimana karakteristik kajian PNBP di Indonesia (Arksey & 

O’Malley, 2005; Munn et al., 2018). 

Proses scoping review dalam penelitian ini mengacu pada kerangka metodologis yang 

dikembangkan oleh Arksey & O’Malley (2005) serta penyempurnaannya dalam pedoman 

scoping review dan PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018). Kerangka tersebut menekankan tahapan 

identifikasi literatur, penyaringan awal (screening), penilaian kelayakan (eligibility), dan 

inklusi akhir dokumen yang relevan, yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses data charting 

dan sintesis tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memetakan bukti yang tersedia 

tanpa melakukan penilaian kualitas metodologis atau pembobotan bukti, sesuai dengan 

karakteristik scoping review (Munn et al., 2018; Tricco et al., 2018).  

Penelusuran literatur dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan basis 

data Google Scholar. Basis data ini dipilih karena mampu menjangkau artikel jurnal nasional 

dan internasional, prosiding konferensi, serta publikasi akademik lain yang relevan dengan 

konteks Indonesia dan isu kebijakan publik. Pencarian dibatasi pada periode 2021-2025 untuk 

menangkap perkembangan penelitian PNBP setelah penguatan kerangka regulasi fiskal dan tata 

kelola keuangan negara. Kata kunci yang digunakan meliputi penerimaan negara bukan pajak, 

non-tax revenue, dan Indonesia, baik secara tunggal maupun kombinatif. 

Dokumen yang diperoleh dari tahap identifikasi selanjutnya melalui proses penyaringan 

awal dengan menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Pada tahap ini, seluruh dokumen yang diseleksi memang membahas PNBP; namun 

sebagian dokumen dikeluarkan karena pembahasannya bersifat deskriptif umum, normatif, atau 

sektoral semata, serta tidak mengulas permasalahan pengelolaan PNBP sebagaimana tercermin 

dalam temuan pemeriksaan IHPS BPK dan/atau tidak membahas alternatif solusi atas 

permasalahan tersebut. Dengan demikian, pengeluaran dokumen pada tahap screening bukan 

didasarkan pada ketidakrelevanan topik PNBP, melainkan pada ketidaksesuaian substansi 

dengan tujuan penelitian. 

Dokumen yang lolos penyaringan awal kemudian ditelaah lebih lanjut pada tahap 

penilaian kelayakan (eligibility) melalui pembacaan substansi utama. Penilaian difokuskan 

pada apakah dokumen tersebut secara eksplisit membahas permasalahan pengelolaan PNBP, 

aspek kelembagaan dan sistem, serta alternatif solusi kebijakan dan manajerial yang dapat 

dikaitkan dengan permasalahan PNBP sebagaimana tercermin dalam IHPS BPK. Dokumen 

yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari analisis. 

Dokumen yang lolos seleksi akhir selanjutnya digunakan sebagai dasar data charting 

dan sintesis tematik. Informasi utama yang dicatat mencakup fokus permasalahan PNBP, 

konteks sektoral dan kelembagaan, tahapan pengelolaan PNBP yang dibahas, serta bentuk 

solusi yang diusulkan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan naratif dengan 

mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama permasalahan PNBP, tanpa melakukan 

kuantifikasi statistik maupun penilaian kualitas metodologis studi, sejalan dengan prinsip 

scoping review (Arksey & O’Malley, 2005; Tricco et al., 2018). 
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Diagram 1. Alur Seleksi Dokumen 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini disusun melalui dua tahap sintesis yang saling terintegrasi. Tahap 

pertama mengidentifikasi dan mengelompokkan permasalahan pengelolaan PNBP berdasarkan 

temuan pemeriksaan dalam IHPS Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 

2020-2024. Tahap kedua memetakan alternatif solusi yang diusulkan dalam literatur akademik 

yang memiliki keterkaitan langsung dan kuat dengan masing-masing permasalahan tersebut. 

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menjembatani antara masalah empiris yang 

dihadapi dalam praktik pengelolaan PNBP dan respons konseptual maupun operasional yang 

berkembang dalam literatur. 

Berdasarkan penelaahan IHPS BPK 2020-2024, permasalahan PNBP di Indonesia 

menunjukkan pola yang berulang dan bersifat sistemik. Permasalahan tersebut tidak terbatas 

pada satu sektor atau entitas tertentu, melainkan muncul pada berbagai kementerian/lembaga, 

unit pelaksana teknis, serta sektor layanan publik dan pengelolaan sumber daya alam. Pola 

temuan IHPS menunjukkan bahwa persoalan PNBP tidak hanya terkait dengan besaran 

penerimaan, tetapi terutama berkaitan dengan tata kelola, kepatuhan, sistem administrasi, serta 

kapasitas kelembagaan dan pengawasan. 

Salah satu permasalahan utama yang secara konsisten muncul dalam IHPS adalah 

ketidakpatuhan dalam pemungutan dan penyetoran PNBP. BPK mencatat adanya PNBP yang 

telah dipungut namun belum atau terlambat disetorkan ke kas negara, serta penerimaan yang 

seharusnya dipungut tetapi tidak dilakukan pemungutan secara optimal. Permasalahan ini 

menunjukkan lemahnya disiplin kepatuhan terhadap mekanisme pengelolaan PNBP dan 

berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan negara. 

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan penetapan dan penerapan tarif PNBP serta 

dasar hukum pemungutan. IHPS mengungkap adanya pungutan yang dilakukan tanpa dasar 

hukum yang memadai, penerapan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, serta keterlambatan evaluasi dan penyesuaian tarif. Kondisi ini tidak hanya 

berdampak pada potensi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum 

dan risiko temuan pemeriksaan berulang. 

IHPS juga menyoroti praktik penggunaan langsung PNBP oleh satuan kerja atau unit 

pengelola tanpa melalui mekanisme penganggaran yang sah. Penggunaan langsung tersebut 

Identifikasi
Dokumen teridentifikasi melalui penelusuran Publish or Perish (Google Scholar) periode 2021-2025 menggunakan kata kunci 

penerimaan negara bukan pajak, non-tax revenue, dan Indonesia (n = 81)

Screening
Dokumen dikeluarkan karena meskipun membahas PNBP, substansinya tidak berfokus pada permasalahan pengelolaan 
PNBP dan/atau tidak mengaitkan pembahasan dengan alternatif solusi atas permasalahan PNBP sebagaimana tercermin 

dalam temuan IHPS BPK (n = 14)

Eligibility
Dokumen ditelaah lebih rinci untuk menilai kesesuaian substansi dengan tujuan penelitian. Seluruh dokumen yang lolos 

tahap ini memenuhi kriteria kelayakan (n = 67)

Dokumen Final Dalam Analisis 
Dokumen digunakan sebagai dasar sintesis tematik permasalahan dan alternatif solusi pengelolaan PNBP di Indonesia (n = 

67)
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sering kali tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai dan menunjukkan 

bahwa PNBP belum sepenuhnya diperlakukan sebagai bagian integral dari sistem keuangan 

negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. 

Selain itu, pengelolaan piutang PNBP merupakan permasalahan yang berulang dalam 

IHPS. BPK menemukan piutang PNBP yang tidak tertagih dalam jangka waktu lama, belum 

ditetapkan statusnya secara jelas, serta lemahnya upaya penagihan dan pemantauan. 

Permasalahan ini mencerminkan kelemahan pada aspek administrasi dan pengendalian, serta 

berpotensi mengurangi realisasi penerimaan negara. 

Permasalahan lain yang juga dominan adalah kelemahan sistem, data, dan administrasi 

pengelolaan PNBP. IHPS menunjukkan bahwa pada sejumlah entitas, pencatatan PNBP masih 

dilakukan secara manual atau belum terintegrasi dengan sistem informasi yang memadai, 

sehingga data penerimaan tidak selalu akurat, mutakhir, dan mudah ditelusuri. Kelemahan 

sistem ini berdampak langsung pada kualitas pelaporan dan efektivitas pengawasan. 

Dari sisi kelembagaan, IHPS mencatat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan 

organisasi pengelola PNBP. Keterbatasan kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta 

ketidakseimbangan beban kerja meningkatkan risiko kesalahan administrasi dan 

ketidakpatuhan prosedural. Kondisi ini diperparah dengan kelemahan pengawasan dan 

pengendalian internal, di mana pengawasan cenderung bersifat reaktif dan tindak lanjut atas 

temuan pemeriksaan sebelumnya belum dilakukan secara konsisten, sehingga permasalahan 

yang sama terus berulang dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan klaster permasalahan tersebut, dilakukan sintesis terhadap literatur 

akademik terpilih yang memiliki keterkaitan langsung dan kuat dengan masing-masing item 

masalah. Literatur yang digunakan tidak mencakup seluruh artikel yang teridentifikasi pada 

tahap awal, melainkan hanya studi yang secara eksplisit membahas permasalahan yang sama 

atau mengusulkan solusi yang bersifat operasional dan relevan dengan konteks pengelolaan 

PNBP di Indonesia. Sintesis ini menunjukkan bahwa literatur cenderung menawarkan solusi 

dalam bentuk penyempurnaan regulasi dan tarif, penguatan mekanisme kepatuhan dan 

penagihan, digitalisasi sistem pengelolaan PNBP, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta 

penguatan pengawasan dan pengendalian internal. Namun, solusi-solusi tersebut sering kali 

disajikan secara parsial dan terfragmentasi, sehingga belum sepenuhnya menjawab karakter 

sistemik permasalahan PNBP sebagaimana tercermin dalam IHPS. 

Untuk merangkum keterkaitan antara permasalahan empiris berbasis IHPS dan 

alternatif solusi dari literatur yang benar-benar relevan, Tabel 1 berikut menyajikan sintesis 

hasil penelitian secara terstruktur. 

Tabel 1 

Sintesis Permasalahan PNBP Berdasarkan IHPS BPK 2020–2024 dan Literatur Solusi 

yang Kuat dan Relevan (2021-2025) 

Item Permasalahan (IHPS) Literatur Relevan 

Ketidakpatuhan pemungutan dan 

penyetoran PNBP 

(Absor et al., 2022; Adhitama & Joshua, 2023; Azhariyah 

et al., 2022; Budiana et al., 2022; Cahyady, 2023; 

Darmono, 2022; Dinata & Luthfillah, 2024; Eddyono et 

al., 2022; Fauziah & Kurniawan, 2025; Fitrah & Juliardi, 

2023; Frediyanto et al., 2025; Gloria et al., 2023; Gunawan 

& Yudhyani, 2023; Hanuranto, 2023; Haris et al., 2023; 

Herman et al., 2023; Humolungo et al., 2022; Idrison, 

2022; Irmayasari & Hakim, 2023; Manoppo et al., 2024; 

Purba & Wirawaningsi, 2022; Putra et al., 2023; Renata & 

Wilda, 2021; Windyatama et al., 2024) 
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Penetapan dan penerapan tarif serta 

dasar hukum PNBP 

(Ainani & Wisnantiasri, 2025; Aisyah & Martani, 2025; 

Angelia & Wibowo, 2025; Ariani & Amirudin, 2022; 

Arkan & Rosdiana, 2024; Budiana et al., 2022; Christanto 

& Wijayanti, 2023; Divina et al., 2023; Fathiyah et al., 

2021; Febriani & Nasution, 2025; Jannah et al., 2025; 

Januar et al., 2024; Kusuma, 2021; Kusumaramdhani, 

2022; Luriana et al., 2025; Margareth, 2025; Mawarni, 

2025; Nasarudin, 2025; Ningrum et al., 2024; Pramugar & 

Sinaga, 2021; Pulungan et al., 2024; Putri, 2021; 

Rahmadhani et al., 2025; Rohmah & Rahmayanti, 2022; 

Saputra et al., 2023; Sitepu et al., 2023; Sitindaon et al., 

2022; Suhayati & Sarifudin, 2024; Surur et al., 2022; 

Takim & Umanailo, 2024; Tandiawan et al., 2025; Tutu et 

al., 2022; Utami et al., 2024; Wahidah et al., 2025; 

Wibowo et al., 2025; Zulyani et al., 2022) 

Penggunaan langsung PNBP 
(Ditisrama et al., 2022; Herman et al., 2023; Kusuma, 

2021; Prawartiningrum et al., 2025; Tutu et al., 2022) 

Pengelolaan piutang dan penagihan 

PNBP 

(Cahyady, 2023; Haris et al., 2023; Saputra et al., 2023; 

Subardianta, 2023; Surur et al., 2022; Wahidah et al., 2025; 

Wibowo et al., 2025) 

Sistem, data, dan digitalisasi 

pengelolaan PNBP 

(Fauziah & Kurniawan, 2025; Muharrom et al., 2025; 

Ningrum et al., 2024; Wahidah et al., 2025; Windyatama 

et al., 2024) 

Kapasitas SDM dan organisasi 

pengelola PNBP 

(Fauziah & Kurniawan, 2025; Haris et al., 2023; Kusuma, 

2021; Muharrom et al., 2025; Rahmadhani et al., 2025; 

Wahidah et al., 2025; Wibowo & Murwaningsari, 2024) 

Pengawasan dan pengendalian 

internal 

(Aisyah & Martani, 2025; Cahyady, 2023; Christanto & 

Wijayanti, 2023; Dinata & Luthfillah, 2024; Fitrah & 

Juliardi, 2023; Haris et al., 2023; Kusuma, 2021; Putra et 

al., 2023; Subardianta, 2023; Wahidah et al., 2025) 

Sumber: data diolah 

Pembahasan  

Ketidakpatuhan Pemungutan dan Penyetoran PNBP 

Temuan IHPS BPK periode 2020-2024 menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam 

pemungutan dan penyetoran PNBP merupakan permasalahan yang paling dominan dan 

berulang pada berbagai kementerian/lembaga serta unit pengelola penerimaan. Ketidakpatuhan 

tersebut mencakup PNBP yang telah dipungut namun belum atau terlambat disetorkan ke kas 

negara, PNBP yang seharusnya dipungut tetapi tidak dipungut, serta perbedaan perlakuan 

administrasi dalam pencatatan dan penyetoran. Pola temuan ini mengindikasikan bahwa 

persoalan kepatuhan PNBP bersifat sistemik dan tidak dapat dipandang sebagai kasus insidental 

(Dinarjito, 2017). 

Beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pemungutan dan penyetoran 

PNBP sering kali berkaitan dengan lemahnya pemahaman terhadap ketentuan regulasi dan 

kompleksitas mekanisme pemungutan. Sejumlah penelitian menggarisbawahi bahwa ketentuan 

yang bersifat teknis, perbedaan interpretasi atas dasar pengenaan, serta karakteristik regulasi 

sektoral dapat menyulitkan pelaksanaan kewajiban penyetoran PNBP secara konsisten (Absor 

et al., 2022; Adhitama & Joshua, 2023; Azhariyah et al., 2022; Budiana et al., 2022; Darmono, 

2022; Purba & Wirawaningsi, 2022). Kondisi ini sejalan dengan temuan IHPS yang 

menunjukkan bahwa ketidakpatuhan sering terjadi meskipun ketentuan formal telah tersedia. 
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Selain faktor regulasi, literatur juga menyoroti bahwa kelemahan sistem administrasi 

dan pencatatan memperbesar risiko ketidakpatuhan PNBP. Penggunaan prosedur manual, 

lemahnya pencatatan, serta keterbatasan pengelolaan data penerimaan berpotensi menyebabkan 

keterlambatan dan ketidaktepatan penyetoran penerimaan negara (Dinata & Luthfillah, 2024; 

Eddyono et al., 2022; Frediyanto et al., 2025; Gloria et al., 2023; Windyatama et al., 2024). 

Temuan ini konsisten dengan IHPS yang mengaitkan ketidakpatuhan PNBP dengan lemahnya 

sistem pendukung dan kualitas data penerimaan. 

Dari sisi kelembagaan, sejumlah penelitian mengaitkan ketidakpatuhan PNBP dengan 

kapasitas dan perilaku organisasi pengelola. Keterbatasan kompetensi aparatur, rendahnya 

pemahaman terhadap kewajiban penyetoran, serta lemahnya budaya kepatuhan dalam 

organisasi meningkatkan risiko kesalahan administrasi dan keterlambatan penyetoran (Fauziah 

& Kurniawan, 2025; Gunawan & Yudhyani, 2023; Hanuranto, 2023; Herman et al., 2023; 

Humolungo et al., 2022; Idrison, 2022; Irmayasari & Hakim, 2023; Manoppo et al., 2024). 

Kondisi ini memperjelas bahwa ketidakpatuhan PNBP tidak semata-mata disebabkan oleh 

faktor teknis, tetapi juga oleh kelemahan manajerial dan kelembagaan. 

Dari perspektif pengendalian dan pengawasan internal, literatur menunjukkan bahwa 

ketidakpatuhan PNBP cenderung berulang ketika tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tidak 

dilaksanakan secara konsisten. Cahyady (2023), dan Fitrah & Juliardi (2023) menegaskan 

bahwa lemahnya fungsi pengawasan internal dan rendahnya kualitas tindak lanjut rekomendasi 

pemeriksaan berkontribusi terhadap berulangnya permasalahan penyetoran PNBP. Temuan ini 

sejalan dengan IHPS yang menunjukkan bahwa entitas dengan tingkat tindak lanjut rendah 

cenderung mengalami temuan kepatuhan yang berulang dari tahun ke tahun. 

Selain itu, beberapa penelitian menyoroti bahwa ketidakpatuhan pemungutan dan 

penyetoran PNBP juga dipengaruhi oleh desain kebijakan dan mekanisme pemungutan yang 

belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter layanan dan sektor. Putra et al. (2023), Renata & 

Wilda (2021), dan Windyatama et al. (2024) menunjukkan bahwa prosedur pemungutan yang 

berlapis dan kurang adaptif terhadap karakter layanan berpotensi mendorong praktik 

administrasi yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan formal. Hal ini memperkuat 

temuan IHPS bahwa permasalahan kepatuhan PNBP bersifat sistemik dan saling berkaitan. 

Dengan demikian, ketidakpatuhan pemungutan dan penyetoran PNBP merupakan hasil 

dari interaksi berbagai faktor, mulai dari kompleksitas regulasi, kelemahan sistem administrasi, 

keterbatasan kapasitas organisasi, hingga lemahnya pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan. 

Temuan IHPS BPK 2020-2024 memperlihatkan bahwa tanpa pendekatan yang terintegrasi dan 

konsisten, perbaikan kepatuhan PNBP berpotensi bersifat sementara. Literatur yang relevan  

memberikan penjelasan komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan, 

namun juga menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan masih menghadapi tantangan 

implementasi dalam praktik pengelolaan PNBP. 

Penetapan dan Penerapan Tarif serta Dasar Hukum PNBP 

Temuan IHPS BPK periode 2020-2024 menunjukkan bahwa permasalahan penetapan 

dan penerapan tarif serta dasar hukum PNBP merupakan isu yang muncul secara konsisten pada 

berbagai sektor dan entitas pengelola. BPK mengidentifikasi ketidaktepatan tarif, penggunaan 

tarif yang belum ditetapkan secara sah, keterlambatan penyesuaian tarif, serta pemungutan 

PNBP tanpa dasar hukum yang memadai. Pola temuan ini mengindikasikan bahwa aspek tarif 

dan dasar hukum PNBP masih menjadi titik lemah dalam tata kelola penerimaan negara. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif PNBP yang belum 

sepenuhnya didukung oleh kajian yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan kepastian 

hukum dan efisiensi pemungutan. Sejumlah studi mengaitkan keterlambatan evaluasi tarif, 

ketidaksesuaian tarif dengan karakter layanan, serta lemahnya mekanisme peninjauan tarif 

dengan rendahnya kualitas pemungutan PNBP (Ariani & Amirudin, 2022; Kusuma, 2021; 
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Pramugar & Sinaga, 2021; Putri, 2021; Sitindaon et al., 2022). Temuan ini sejalan dengan IHPS 

yang mencatat bahwa tarif PNBP sering kali tidak diperbarui sesuai perkembangan biaya dan 

layanan. Kondisi ini antara lain menyebabkan kinerja pencapaian PNBP menjadi kurang 

optimal. 

Selain aspek tarif, literatur juga menyoroti permasalahan dasar hukum pemungutan 

PNBP. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PNBP yang belum didukung oleh 

peraturan yang memadai, atau masih mengacu pada regulasi yang tidak relevan, meningkatkan 

risiko ketidakpatuhan serta temuan pemeriksaan (Fathiyah et al., 2021; Rohmah & Rahmayanti, 

2022; Saputra et al., 2023; Sitepu et al., 2023; Tutu et al., 2022). Kondisi ini memperkuat 

temuan IHPS yang menunjukkan bahwa kelemahan dasar hukum menjadi salah satu penyebab 

utama permasalahan PNBP di berbagai kementerian/lembaga. 

Beberapa penelitian lainnya juga mengaitkan permasalahan tarif dan dasar hukum 

PNBP dengan kualitas tata kelola kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 

Ainani & Wisnantiasri (2025), Aisyah & Martani (2025), dan Angelia & Wibowo (2025) 

menegaskan bahwa penetapan tarif PNBP memerlukan keterpaduan antara aspek hukum, 

ekonomi, dan administrasi agar dapat mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan 

optimalisasi penerimaan. Keterbatasan koordinasi berpotensi menghasilkan perbedaan 

kebijakan tarif antar sektor serta ketidaksinkronan kewenangan pemungutan. 

Sejumlah penelitian juga menyoroti bahwa permasalahan penerapan tarif PNBP sering 

kali berkaitan dengan lemahnya sistem administrasi dan data pendukung. Divina et al. (2023), 

Ningrum et al. (2024), dan Utami et al.(2024) menunjukkan bahwa keterbatasan data biaya, 

volume layanan, dan karakteristik pengguna menyulitkan proses penetapan tarif yang rasional 

dan akuntabel. Kondisi ini konsisten dengan IHPS yang mengungkap bahwa penetapan tarif 

PNBP pada sejumlah entitas belum didukung oleh data yang memadai. 

Dari perspektif kelembagaan, literatur menunjukkan bahwa kapasitas organisasi dan 

SDM pengelola turut memengaruhi kualitas penerapan tarif PNBP. Budiana et al. (2022), 

Christanto & Wijayanti (2023), dan Rahmadhani et al. (2025) menegaskan bahwa keterbatasan 

kompetensi teknis dan pemahaman regulasi berkontribusi terhadap kesalahan penerapan tarif 

dan penggunaan dasar hukum yang kurang tepat. Hal ini menjelaskan mengapa permasalahan 

tarif PNBP kerap muncul secara berulang dalam IHPS meskipun regulasi formal telah tersedia. 

Penelitian lainnya juga menggarisbawahi bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif PNBP 

sering kali belum dilakukan secara periodik dan sistematis. Febriani & Nasution (2025), Jannah 

et al. (2025), Januar et al. (2024), Luriana et al. (2025), Margareth (2025), Mawarni (2025), 

Nasarudin (2025), Pulungan et al. (2024), dan Tandiawan et al. (2025) menunjukkan bahwa 

keterlambatan penyesuaian tarif berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan antara biaya 

layanan dan penerimaan negara. Temuan ini memperkuat IHPS yang mencatat bahwa tarif 

PNBP pada sejumlah sektor tidak lagi mencerminkan kondisi aktual. 

Selain itu, Suhayati & Sarifudin (2024), Surur et al. (2022), Takim & Umanailo (2024), 

Wahidah et al. (2025), Wibowo et al. (2025), dan Zulyani et al. (2022) menekankan bahwa 

lemahnya pengawasan dan pengendalian atas penerapan tarif serta dasar hukum PNBP 

meningkatkan risiko penyimpangan dalam pemungutan, termasuk akumulasi piutang PNBP. 

Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, ketidaktepatan tarif dan kelemahan dasar 

hukum cenderung berulang dan sulit diperbaiki secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, permasalahan penetapan dan penerapan tarif serta dasar hukum 

PNBP merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek regulasi, data, kapasitas 

kelembagaan, dan tata kelola kebijakan. Temuan IHPS BPK 2020-2024 memperlihatkan bahwa 

tanpa pembaruan tarif yang sistematis dan penguatan dasar hukum yang konsisten, pengelolaan 

PNBP berpotensi terus menghadapi masalah kepastian hukum dan optimalisasi penerimaan. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan telah memberikan berbagai perspektif mengenai 
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permasalahan tarif dan dasar hukum PNBP, namun juga menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan tarif masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam praktik pengelolaan 

keuangan negara. 

Penggunaan Langsung PNBP dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Temuan IHPS BPK periode 2020-2024 menunjukkan bahwa penggunaan langsung 

PNBP masih menjadi permasalahan yang muncul secara berulang pada berbagai entitas 

pengelola. Praktik ini mencakup pemanfaatan PNBP oleh satuan kerja sebelum disetorkan ke 

kas negara, penggunaan dana tanpa melalui mekanisme penganggaran yang sah, serta lemahnya 

pertanggungjawaban atas penggunaan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PNBP 

belum sepenuhnya diperlakukan sebagai bagian integral dari sistem keuangan negara yang 

harus dikelola secara transparan dan akuntabel. 

Dalam sejumlah kajian, praktik penggunaan langsung PNBP dipahami sebagai respons 

praktis unit pengelola terhadap keterbatasan fleksibilitas anggaran dan rigiditas mekanisme 

penganggaran yang berlaku. Kondisi ini umumnya muncul pada tingkat satuan kerja, khususnya 

unit penyedia layanan publik, ketika kebutuhan operasional harus dipenuhi sementara ruang 

fiskal dan prosedur penganggaran bersifat terbatas (Kusuma, 2021; Tutu et al., 2022). Namun 

demikian, literatur juga menegaskan bahwa alasan efisiensi atau fleksibilitas operasional tidak 

dapat dijadikan justifikasi atas penyimpangan dari mekanisme pengelolaan keuangan negara 

yang telah diatur secara normatif. 

Sejumlah penelitian menyoroti bahwa penggunaan langsung PNBP mencerminkan 

lemahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, 

khususnya asas universalitas dan non-earmarking penerimaan negara. Ditisrama et al. (2022) 

dan Herman et al. (2023) menegaskan bahwa praktik penggunaan langsung berpotensi 

mengaburkan akuntabilitas fiskal, karena penerimaan dan belanja tidak tercermin secara utuh 

dalam sistem pelaporan keuangan negara. Kondisi ini sejalan dengan temuan IHPS yang 

menunjukkan kesulitan dalam menelusuri alur penggunaan PNBP serta lemahnya pengendalian 

atas dana yang digunakan langsung. 

Referensi lainnya juga menggarisbawahi bahwa pengaturan penggunaan PNBP sering 

kali menghadapi dilema antara kebutuhan fleksibilitas operasional dan tuntutan akuntabilitas. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa dalam konteks tertentu, seperti pada Badan Layanan 

Umum (BLU), fleksibilitas penggunaan PNBP memang diberikan oleh regulasi, namun tetap 

mensyaratkan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang ketat (Kusuma, 2021; 

Prawartiningrum et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada 

keberadaan fleksibilitas itu sendiri, melainkan pada lemahnya pengendalian dan konsistensi 

penerapan ketentuan penggunaan PNBP. 

Dari perspektif tata kelola, penggunaan langsung PNBP juga berkaitan dengan kapasitas 

pengendalian internal dan budaya akuntabilitas dalam organisasi pengelola. Herman et al. 

(2023) dan Tutu et al. (2022) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan 

rendahnya kesadaran akuntabilitas berkontribusi pada berlanjutnya praktik penggunaan 

langsung PNBP, meskipun telah menjadi temuan pemeriksaan yang berulang. Hal ini 

memperkuat pandangan bahwa permasalahan penggunaan langsung PNBP tidak dapat 

dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai indikator kelemahan 

tata kelola fiskal yang lebih mendasar. Selanjutnya, Prawartiningrum et al. (2025) menekankan 

pentingnya penegasan batasan penggunaan PNBP dan kejelasan mekanisme 

pertanggungjawaban sebagai prasyarat untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas 

operasional dan disiplin fiskal, sejalan dengan temuan IHPS yang menunjukkan bahwa 

ketidakjelasan pengaturan dan lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik yang 

menyimpang dari ketentuan serta menyulitkan proses pemeriksaan dan pelaporan keuangan 

negara. 
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Dengan demikian, penggunaan langsung PNBP merupakan permasalahan yang berakar 

pada interaksi antara kebutuhan fleksibilitas operasional, kelemahan pengendalian internal, dan 

belum kuatnya budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Temuan IHPS BPK 

2020-2024 memperlihatkan bahwa tanpa penguatan mekanisme pengawasan dan konsistensi 

penerapan regulasi, praktik penggunaan langsung PNBP berpotensi terus berulang. Beberapa 

referensi yang relevan telah mengulas terkait dengan dilema dan risiko penggunaan langsung 

PNBP, namun masih terbatas dalam menawarkan pendekatan terintegrasi yang mampu 

menjawab kompleksitas permasalahan tersebut secara menyeluruh. 

Pengelolaan Piutang dan Penagihan PNBP 

Temuan IHPS BPK periode 2020-2024 menunjukkan bahwa pengelolaan piutang 

PNBP merupakan salah satu permasalahan yang berulang dan berpotensi menimbulkan 

kehilangan penerimaan negara. BPK mencatat adanya piutang PNBP yang belum tertagih 

dalam jangka waktu lama, belum ditetapkan statusnya secara jelas, serta lemahnya upaya 

penagihan dan pemantauan. Permasalahan ini mencerminkan kelemahan mendasar pada aspek 

administrasi, pengendalian, dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP. 

Beberapa referensi menegaskan bahwa permasalahan piutang PNBP tidak hanya 

berkaitan dengan kemampuan penagihan, tetapi juga dengan ketepatan pencatatan dan 

kejelasan status piutang sejak awal. Cahyady (2023) dan Subardianta (2023) menunjukkan 

bahwa ketidaktepatan dalam pengakuan dan klasifikasi piutang PNBP berkontribusi terhadap 

sulitnya penagihan dan rendahnya kualitas pengendalian. Temuan ini sejalan dengan IHPS yang 

mengungkap adanya piutang yang belum ditetapkan statusnya, sehingga menghambat proses 

penagihan dan pengambilan keputusan manajerial. 

Selain aspek pencatatan, literatur juga mengaitkan lemahnya pengelolaan piutang PNBP 

dengan keterbatasan mekanisme penagihan dan pengawasan. Haris et al. (2023) dan Surur et 

al. (2022) menekankan bahwa penagihan piutang PNBP sering kali belum didukung oleh 

prosedur yang jelas, target kinerja yang terukur, serta pengawasan yang berkelanjutan. Kondisi 

ini memperbesar risiko piutang menjadi tidak tertagih dan pada akhirnya mengurangi potensi 

penerimaan negara, sebagaimana tercermin dalam temuan IHPS. 

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan piutang PNBP sangat 

dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi dan tata kelola data. Saputra et al. (2023) 

mengungkap bahwa keterbatasan sistem pencatatan dan pemantauan piutang menyulitkan 

entitas pengelola dalam melakukan pelacakan, pemantauan umur piutang, dan evaluasi piutang 

secara tepat waktu. Sementara itu, Wahidah et al. (2025) menyoroti bahwa keterbatasan 

integrasi informasi dan transparansi dalam pengelolaan PNBP dapat melemahkan pengendalian 

penerimaan negara secara umum, yang secara tidak langsung berimplikasi pada efektivitas 

pengelolaan piutang PNBP. 

Dari perspektif pengendalian internal, literatur menyoroti bahwa pengelolaan piutang 

PNBP sering kali belum menjadi prioritas dalam kerangka pengawasan internal. Haris et al. 

(2023) dan Subardianta (2023) menunjukkan bahwa lemahnya peran pengawasan internal dan 

tidak konsistennya tindak lanjut temuan pemeriksaan berkontribusi pada berulangnya 

permasalahan piutang PNBP. Hal ini konsisten dengan temuan IHPS yang menunjukkan bahwa 

piutang PNBP sering kali muncul sebagai temuan berulang pada entitas yang sama dari tahun 

ke tahun. 

Selanjutnya, Surur et al. (2022) menegaskan bahwa permasalahan piutang PNBP 

mencerminkan lemahnya integrasi antara fungsi pemungutan, pencatatan, dan penagihan dalam 

pengelolaan penerimaan negara. Pengelolaan piutang PNBP yang kurang optimal disebabkan 

juga oleh kapasitas SDM dan pengendalian intern yang tidak ideal (Wibowo et al., 2025). Tanpa 

koordinasi yang memadai antar fungsi tersebut, upaya penagihan cenderung bersifat reaktif dan 
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tidak berkelanjutan. Kondisi ini menjelaskan mengapa meskipun telah terdapat regulasi dan 

pedoman teknis, permasalahan piutang PNBP tetap muncul secara konsisten dalam IHPS. 

Dengan demikian, pengelolaan piutang dan penagihan PNBP merupakan persoalan 

yang bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan upaya penagihan 

semata. Temuan IHPS BPK 2020-2024 mengindikasikan bahwa tanpa penguatan pencatatan, 

sistem informasi, dan pengendalian internal yang terintegrasi, piutang PNBP berpotensi terus 

menumpuk dan menurunkan kualitas pengelolaan penerimaan negara. Literatur yang relevan 

telah memberikan ulasan terkait dengan faktor-faktor penyebab dan risiko piutang PNBP, 

namun masih terbatas dalam menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi 

permasalahan ini secara berkelanjutan. 

Sistem, Data, dan Digitalisasi Pengelolaan PNBP 

Temuan IHPS BPK periode 2020-2024 menunjukkan bahwa kelemahan sistem, data, 

dan administrasi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pengelolaan 

PNBP. BPK mengidentifikasi masih digunakannya pencatatan manual, keterbatasan integrasi 

sistem, serta ketidaksesuaian data antara unit pengelola dan sistem penerimaan negara. Kondisi 

ini berdampak langsung pada akurasi pelaporan, keterlacakan penerimaan, serta efektivitas 

pengawasan PNBP secara keseluruhan. 

Pengelolaan PNBP dalam praktiknya telah melibatkan penggunaan sistem aplikasi pada 

tahapan tertentu, khususnya dalam proses penyetoran dan pencatatan penerimaan. Windyatama 

et al. (2024) menggambarkan bahwa PNBP disetorkan melalui mekanisme billing 

menggunakan aplikasi Simponi dan selanjutnya dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah 

melalui aplikasi SAKTI. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek teknologi informasi telah 

menjadi bagian dari proses administratif PNBP, terutama pada tahap transaksi dan pencatatan. 

Namun demikian, literatur tidak secara luas membahas integrasi sistem PNBP lintas 

unit atau standardisasi data nasional. Sebagian besar studi justru menempatkan sistem dan data 

sebagai bagian dari konteks administratif yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. 

Ningrum et al. (2024) menekankan bahwa keterbatasan data dan informasi yang andal dapat 

menghambat fungsi pengendalian dan evaluasi penerimaan, tanpa secara spesifik membahas 

desain atau integrasi sistem digital PNBP. 

Dari sisi tata kelola, Fauziah & Kurniawan (2025) menunjukkan bahwa optimalisasi 

PNBP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan 

kualitas pengawasan. Dalam konteks terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), mereka 

menekankan pentingnya kompetensi aparatur, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan 

teknologi sebagai alat pendukung tata kelola, bukan sebagai solusi tunggal atas permasalahan 

PNBP. Aspek kesiapan organisasi juga menjadi perhatian dalam literatur. Muharrom et al. 

(2025) menyatakan bahwa pengelolaan PNBP menghadapi tantangan struktural, termasuk 

keterbatasan sumber daya dan kebutuhan investasi untuk menyesuaikan diri dengan 

perkembangan teknologi dan tuntutan pemangku kepentingan. Pembahasan ini lebih 

menekankan tantangan manajerial dan kelembagaan dibandingkan aspek teknis sistem 

informasi. 

Sementara itu, Wahidah et al. (2025) membahas pemanfaatan media digital dalam 

konteks transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait PNBP, bukan dalam konteks 

sistem penerimaan atau pencatatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kanal 

digital dapat mendukung akuntabilitas informasi, tetapi tidak secara langsung membahas 

efektivitas sistem digital dalam pengendalian penerimaan negara. 

Sistem, data, dan digitalisasi merupakan prasyarat penting dalam perbaikan pengelolaan 

PNBP, namun bukan solusi tunggal. Temuan IHPS BPK 2020-2024 mengindikasikan bahwa 

tanpa integrasi sistem yang memadai, tata kelola data yang kuat, serta peningkatan kapasitas 

pengguna, digitalisasi PNBP berpotensi tidak menghasilkan perbaikan yang signifikan. 
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Literatur yang relevan telah menegaskan potensi dan keterbatasan digitalisasi, namun masih 

menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengelolaan 

sistem PNBP. 

Kapasitas SDM dan Organisasi Pengelola PNBP 

Temuan IHPS BPK periode 2020-2024 menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas 

sumber daya manusia (SDM) dan kelemahan organisasi pengelola merupakan faktor penting 

yang memperburuk berbagai permasalahan PNBP. BPK mencatat bahwa kesalahan 

administrasi, ketidaktepatan pencatatan, serta ketidakpatuhan prosedural sering kali berkaitan 

dengan keterbatasan kompetensi teknis dan lemahnya pengaturan organisasi pengelola PNBP. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan PNBP tidak hanya bersumber dari aspek 

regulasi dan sistem, tetapi juga dari kapasitas institusional yang menopang pelaksanaannya. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

pengelola PNBP berperan penting dalam mendukung kepatuhan terhadap ketentuan 

pemungutan, pencatatan, dan penyetoran penerimaan negara. Fauziah & Kurniawan (2025) dan  

Muharrom et al. (2025) mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman teknis terhadap 

regulasi PNBP, rendahnya literasi kebijakan, serta minimnya pelatihan berkelanjutan 

berpotensi meningkatkan risiko kesalahan administrasi dalam pengelolaan PNBP. Kondisi ini 

sejalan dengan temuan IHPS yang mencatat bahwa permasalahan PNBP kerap muncul pada 

entitas dengan kapasitas SDM yang belum memadai. 

Selain kompetensi individu, struktur dan tata kelola organisasi pengelola PNBP juga 

memengaruhi efektivitas pengelolaan penerimaan negara. Kusuma (2021) menegaskan bahwa 

ketidakjelasan pembagian peran, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar 

unit pengelola berkontribusi terhadap rendahnya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan 

PNBP. Hal ini menjelaskan mengapa permasalahan PNBP sering bersifat lintas unit dan tidak 

dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan prosedur teknis. 

Haris et al. (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel dan 

ketidakseimbangan beban kerja pada unit pengelola PNBP dapat meningkatkan risiko 

kesalahan administrasi dan melemahkan konsistensi implementasi kebijakan. Sementara itu, 

Wahidah et al. (2025) menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan penguatan tata 

kelola untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP, meskipun tidak 

secara spesifik membahas aspek struktur organisasi. Temuan-temuan tersebut konsisten dengan 

IHPS yang menunjukkan bahwa kesalahan administrasi dan ketidakpatuhan prosedural kerap 

berulang pada entitas yang sama. 

Lebih lanjut, Rahmadhani et al. (2025) menekankan bahwa peningkatan kapasitas SDM 

dan penguatan organisasi pengelola PNBP memerlukan dukungan pimpinan serta internalisasi 

nilai akuntabilitas dalam organisasi agar bersifat berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Wibowo & 

Murwaningsari (s2024) membuktikan secara empiris bahwa kompetensi SDM dan praktik 

pengelolaan PNBP yang akuntabel berperan penting dalam mendorong keberlanjutan kinerja 

PNBP. Temuan ini memperkuat bukti IHPS bahwa tanpa perbaikan mendasar pada kapasitas 

SDM dan tata kelola organisasi, berbagai upaya perbaikan teknis cenderung belum mampu 

menghilangkan permasalahan PNBP yang berulang. 

Dengan demikian, kapasitas SDM dan kualitas organisasi pengelola PNBP merupakan 

fondasi penting dalam perbaikan tata kelola penerimaan negara. Temuan IHPS BPK 2020-2024 

mengindikasikan bahwa keterbatasan kompetensi, lemahnya struktur organisasi, serta 

kurangnya dukungan kelembagaan memperbesar risiko ketidakpatuhan dan kesalahan 

pengelolaan PNBP. Literatur yang relevan telah memberikan pemahaman yang kuat mengenai 

peran strategis kapasitas SDM dan organisasi, namun juga menunjukkan bahwa perbaikan pada 

aspek ini perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar mampu mendukung 

keberlanjutan reformasi pengelolaan PNBP. 
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Pengawasan dan Pengendalian Internal Pengelolaan PNBP 

Temuan IHPS BPK periode 2020–2024 menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan 

dan pengendalian internal menjadi faktor utama yang memperkuat sifat berulang berbagai 

permasalahan PNBP. BPK secara konsisten mengidentifikasi temuan terkait ketidakpatuhan 

pemungutan, keterlambatan penyetoran, penggunaan langsung, serta pengelolaan piutang 

PNBP yang belum optimal. Sebagian besar temuan tersebut berkaitan dengan lemahnya fungsi 

pengawasan internal dan rendahnya konsistensi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan 

sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan PNBP belum sepenuhnya 

berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan perbaikan yang berkelanjutan. 

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pengawasan dan pengendalian internal 

merupakan elemen penting dalam menjaga kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan PNBP. 

Aisyah & Martani (2025) dan Christanto & Wijayanti (2023) menunjukkan bahwa kelemahan 

dalam desain dan implementasi sistem pengendalian internal pada instansi pemerintah 

berimplikasi pada meningkatnya risiko ketidakpatuhan administratif dan temuan pemeriksaan, 

termasuk pada aspek penerimaan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Kusuma (2021) 

menegaskan bahwa pengelolaan PNBP yang tidak didukung dengan pengendalian internal yang 

memadai cenderung menghadapi permasalahan kepatuhan dan akuntabilitas secara berulang. 

Pola ini konsisten dengan temuan IHPS yang menunjukkan bahwa temuan PNBP sering muncul 

kembali pada entitas dengan pengendalian internal yang lemah. 

Selain aspek desain pengendalian, literatur juga menyoroti pentingnya konsistensi 

tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Fitrah & Juliardi 

(2023) dan Putra et al. (2023) menunjukkan bahwa rekomendasi pemeriksaan yang tidak 

ditindaklanjuti secara konsisten berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan dan 

memperlambat perbaikan tata kelola keuangan negara. Dalam konteks pengelolaan PNBP, 

Wahidah et al. (2025) menekankan bahwa lemahnya komitmen terhadap tindak lanjut hasil 

pemeriksaan berkontribusi terhadap berulangnya permasalahan administratif. Kondisi ini 

sejalan dengan IHPS yang mencatat bahwa temuan PNBP kerap bersifat repetitif meskipun 

rekomendasi perbaikan telah disampaikan pada periode sebelumnya. 

Dari sisi operasional, efektivitas pengawasan PNBP juga dipengaruhi oleh dukungan 

sistem informasi dan kualitas data. Dinata & Luthfillah (2024) menunjukkan bahwa 

keterbatasan sistem pencatatan dan pelaporan dapat menghambat proses pengawasan, 

khususnya dalam memastikan ketepatan waktu dan keandalan data penerimaan. Temuan ini 

diperkuat oleh Haris et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengawasan yang tidak didukung 

oleh data yang akurat dan terintegrasi cenderung bersifat administratif dan kurang efektif dalam 

mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Pola tersebut konsisten dengan IHPS yang 

menunjukkan bahwa keterbatasan sistem dan data masih menjadi kendala utama dalam 

pengawasan internal PNBP. 

Literatur lainnya juga menyoroti peran dan kapasitas aparat pengawasan internal dalam 

menjaga efektivitas pengendalian PNBP. Cahyady (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan 

kapasitas pengawasan internal, termasuk aspek kompetensi dan kejelasan peran, dapat 

melemahkan pengendalian atas pengelolaan penerimaan negara. Sementara itu, Subardianta 

(2023) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal berkontribusi pada berulangnya 

permasalahan pengelolaan piutang dan kepatuhan PNBP. Temuan-temuan ini memperkuat 

indikasi dalam IHPS bahwa kelemahan pengawasan PNBP tidak hanya bersifat teknis, tetapi 

juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan. 

Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan PNBP 

masih menghadapi berbagai keterbatasan yang bersifat struktural dan kelembagaan. Temuan 

IHPS BPK 2020-2024 menunjukkan bahwa tanpa penguatan desain pengendalian internal, 

peningkatan konsistensi tindak lanjut pemeriksaan, serta dukungan sistem dan data yang 
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memadai, pengawasan PNBP cenderung tetap bersifat reaktif dan kurang efektif dalam 

mencegah terulangnya temuan. Literatur yang relevan telah memberikan pemahaman yang kuat 

mengenai peran strategis pengawasan dan pengendalian internal, namun sekaligus 

menunjukkan bahwa implementasi pengawasan PNBP masih memerlukan pendekatan yang 

lebih terintegrasi dan berkelanjutan. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan utama PNBP serta alternatif 

solusi yang dibahas dalam literatur akademik dengan menggunakan pendekatan scoping review 

dan temuan empiris IHPS BPK periode 2020-2024 sebagai dasar identifikasi masalah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa permasalahan PNBP di Indonesia bersifat sistemik, berulang, 

dan lintas sektor, sehingga tidak dapat dipahami sebagai persoalan administratif semata. 

Berdasarkan sintesis hasil dan pembahasan, penelitian ini mengidentifikasi tujuh kelompok 

permasalahan utama PNBP, yaitu ketidakpatuhan pemungutan dan penyetoran, kelemahan 

penetapan dan penerapan tarif serta dasar hukum, penggunaan langsung PNBP, pengelolaan 

piutang dan penagihan, keterbatasan sistem dan data serta digitalisasi, kapasitas SDM dan 

organisasi pengelola, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian internal. Temuan IHPS 

menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut muncul secara konsisten dari tahun 

ke tahun, bahkan pada entitas yang sama. 

Sintesis literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian telah mengulas 

permasalahan PNBP secara parsial, misalnya hanya menyoroti aspek tarif, sistem, kepatuhan, 

atau pengawasan. Meskipun literatur menawarkan berbagai alternatif solusi, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan masih belum sepenuhnya menjawab karakter 

permasalahan PNBP yang bersifat terintegrasi dan struktural sebagaimana tercermin dalam 

temuan pemeriksaan BPK. Dengan mengombinasikan temuan IHPS dan literatur akademik, 

penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan pengelolaan PNBP memerlukan pendekatan tata 

kelola yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga 

pada penguatan regulasi, sistem, kapasitas kelembagaan, dan pengawasan secara simultan.  

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, identifikasi permasalahan 

PNBP dalam penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada temuan IHPS BPK periode 2020-2024, 

sehingga analisis dibatasi pada isu-isu yang tercermin dalam laporan pemeriksaan dan tidak 

mencakup permasalahan laten yang belum teridentifikasi melalui proses audit. Kedua, 

meskipun penelitian ini menggunakan 81 artikel sebagai korpus awal, tidak seluruh literatur 

tersebut membahas permasalahan PNBP secara langsung dan mendalam. Oleh karena itu, hanya 

literatur yang memiliki keterkaitan kuat dan eksplisit dengan masing-masing permasalahan 

yang digunakan dalam sintesis hasil dan pembahasan, sehingga cakupan solusi yang dipetakan 

bergantung pada kedalaman dan fokus kajian dalam literatur yang tersedia. Ketiga, pendekatan 

scoping review yang digunakan dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai efektivitas 

empiris dari solusi yang diusulkan dalam literatur. Penelitian ini memetakan kecenderungan 

temuan dan gagasan solusi, namun tidak menguji secara kuantitatif atau kualitatif dampak 

implementasi solusi tersebut dalam praktik pengelolaan PNBP. 

Saran 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian efektivitas implementasi 

kebijakan dan solusi PNBP yang telah diusulkan dalam literatur. Penelitian selanjutnya juga 

dapat menggunakan pendekatan studi kasus pada sektor atau kementerian/lembaga tertentu 

untuk mengulas secara lebih mendalam dinamika pengelolaan PNBP di tingkat operasional. 

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan mengombinasikan 
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temuan pemeriksaan BPK dengan data kuantitatif PNBP, seperti tren penerimaan, tingkat 

kepatuhan, atau kinerja penagihan piutang, guna menilai dampak kebijakan secara lebih 

terukur. Pendekatan komparatif antar sektor atau antar negara juga berpotensi memperkaya 

pemahaman mengenai praktik terbaik pengelolaan PNBP dan relevansinya bagi konteks 

Indonesia. 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, perbaikan pengelolaan PNBP memerlukan 

keterlibatan aktif dan terkoordinasi dari para pembuat kebijakan dan pengelola PNBP. Pembuat 

kebijakan, khususnya Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal negara, 

kementerian/lembaga teknis penghasil PNBP, serta lembaga pengawasan internal pemerintah, 

perlu menjadikan temuan IHPS BPK 2020-2024 sebagai dasar utama dalam perumusan dan 

evaluasi kebijakan PNBP. Pembaruan kebijakan tidak seharusnya bersifat reaktif terhadap 

temuan pemeriksaan, tetapi diarahkan pada perbaikan struktural dan berkelanjutan. Pengelola 

PNBP di tingkat operasional, termasuk satuan kerja kementerian/lembaga dan unit layanan 

publik, perlu memperkuat kepatuhan pemungutan dan penyetoran melalui penegasan prosedur, 

peningkatan kualitas pencatatan, dan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Selain 

itu, penetapan dan penerapan tarif PNBP perlu didukung oleh dasar hukum yang jelas dan 

kajian tarif yang berbasis data biaya dan karakter layanan agar tercapai kepastian hukum dan 

optimalisasi penerimaan negara. Dalam konteks kelembagaan, pembuat kebijakan dan 

pengelola PNBP perlu memperhatikan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penataan 

organisasi pengelola PNBP. Peningkatan kompetensi teknis, kejelasan pembagian peran, serta 

dukungan manajerial menjadi prasyarat penting agar sistem dan regulasi yang ada dapat 

diimplementasikan secara konsisten. Penguatan pengawasan dan pengendalian internal juga 

perlu dilakukan secara terintegrasi agar temuan berulang terkait PNBP dapat diminimalkan. 
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